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Abstrak: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 
pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. 
Hasil kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Pontianak 
tidak mengalami peningkatan tetapi mengalami penurunan. Pada tahun 2009 
pajak parkir memberikan kontribusi sebesar 1,62%, sedangkan pada tahun 2010 
pajak parkir hanya memberikan kontribusi sebesar 1,74%, untuk tahun 2011 
pajak parkir memberikan kontribusi sebesar 1,08%, kemudian pada tahun 2012 
pajak parkir hanya memberikan kontribusi sebesar1,03%. dan pada tahun 2013 
memberikan kontribusi sebesar 1,01 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
kontribusi pajak parkir terus menerus mengalami penurunan. Metode yang 
digunakan adalah penelitian deskriptif dengan bentuk kualitatif. Jenis penelitian 
survey. Hasil analisis data menunjukkan bahwa total kontribusi pajak parkir dari 
tahun 2009-2013 mencapai 6,48%. Ketercapain tersebut tergolong rendah. Hal 
ini menyebabkan Pendapatan Asli Daerah  Kota Pontianak menurun.  
 
Kata Kunci : Kontribusi Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah 
 
Abstract: This study aims to find out how big a parking tax contribution in 
increasing the original income area of Pontianak. The result of parking tax 
contribution toward the original income area of Pontianak has not increased but 
decreased. In 2009, the parking tax contributed 1.62%, while in 2010 the 
parking tax only contributed 1.74%, in 2011 parking tax contributed 1.08%, 
then in 2012 the parking tax only contributed 1.03% and in 2013, it contributed 
1.01%. It shows that the parking tax contribution has decreased continuously. 
The method used is descriptive research with qualitative form. This type of 
research used is the survey research. The result of the analysis of the data shows 
the total of the parking tax contribution from 2009-2013 reached 6.48%. The 
achievement was relatively low. This causes the original income area of 
Pontianak has decreased. 
 
Keywords: Parking Tax Contribution, Original Income Area 
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tonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk memacu pemerataan 
pembangunan dan hasil-hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat khususnya daerah tersebut. Pemberlakuan otonomi daerah yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah 
dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  perimbangan keuangan 
antara pusat dan pemerintah daerah.  
Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh 
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat. Daerah menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Undang-Undang sebagai pengganti 
dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan perubahannya Undang-
Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada 
daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak 
Daerah Kota Pontianak, jenis-jenis pemungutan pajak yang dilayani oleh Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Pontianak, terdiri atas : (1) Pajak Hotel ; (2) Pajak 
Restoran ; (3) Pajak Hiburan ; (4) Pajak Reklame ; (4) Pajak Penerangan Jalan ; 
(5) Pajak Parkir ; (6) Pajak Sarang Burung Walet ; (7) Pajak Bumi dan 
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB) ; (8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan (BPHTB) 
Berbagai kebijaksanaan ditempuh Pemerintah Daerah Kota Pontianak 
yang merupakan pencerminan UU Nomor 28 Tahun 2009 diarahkan asas 
pembangunan daerah dapat meningkatkan perekonomian daerah. Oleh karena 
itu, Dispenda Kota Pontianak sebagai pengelola (baik penerimaan maupun 
pendistribusian) dana daerah cukup penting bagi kelangsungan pembangunan 
Kota Pontianak. Adapun yang menangani langsung tentang pajak parkir adalah 
Dispenda Kota Pontianak. Instansi ini dituntut untuk melaksanakan peran secara 
optimal, sehingga diharapkan segala cara potensi yang dapat dijadikan sumber 
pemasukan kas daerah dapat terorganisasi dengan baik. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu ukuran 
untuk menentukan tinggi rendahnya kualitas otonomi daerah dapat dilihat dari 
besar kecilnya dukungan kemampuan keuangan daerah atau pendapatan asli 
daerah (PAD) dalam menunjang penyelenggaraan berbagai aktivitas yang 
menyangkut urusan rumah tangga daerah. Hal ini berarti semakin besar 
dukungan pendapatan asli daerah (PAD), maka semakin besar pula peluang bagi 
daerah untuk dapat teratasi, dan inilah merupakan otonomi yang ideal bagi 
daerah. 
Untuk itu setiap daerah Kabupaten dan Kota harus mampu menggali 
sumber-sumber keuangan sendiri, sebagai konsekuensi pemberian otonomi 
O
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kepada daerah. Adapun sumber-sumber yang dapat digali bagi daerah telah 
diatur dalam pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari : (1) 
Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah ; (a) Hasil Retribusi Daerah ; (b) 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan(c) Lain-lain 
Pendapatan Asli Daerah ; (2) Dana Perimbangan; dan (3) Lain-lain Pendapatan 
Daerah yang sah 
Dari ketiga sumber pendapatan daerah tersebut, Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang murni, sehingga dapat 
dijadikan barometer dan potensi ekonomi bagi suatu daerah. Disamping itu, 
Pendapatan Asli Daerah juga merupakan pencerminan dari efektifitas dan 
efisiensi aparat Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas. Sejalan dengan 
hal tersebut, sebagai salah satu daerah di Indonesia, Pemerintah Kota Pontianak 
juga dituntut untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya 
dalam bidang keuangan, tanpa mengabaikan perimbangan keuangan antara 
pemerintah pusat dan daerah.Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota 
Pontianak adalah pajak parkir. Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas 
penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh pribadi atau badan, baik 
yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 
kendaraan bermotor yang memungut bayaran. 
Menurut Rochmat Soemitro (dalam Mardiasmo 2011 : 1) “ Pajak ialah : 
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang ( yang dapat 
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik ( kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan, dan yang dapat digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum.” 
Sedangkan menurut SI.Djajadiningrat (dalam buku Siti Resmi 2013 : 1) 
mengemukakan : “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari 
kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan 
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, 
menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi 
tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara 
kesejahteraan secara umum.”  
Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pajak 
merupakan pajak yang dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 
individual oleh pemerintah. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran 
pemerintah, yang bila dan pemasukkannya masih terdapat surplus, digunakan 
untuk membiayai public investment. 
METODE 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian 
Deskriptif. Menurut Hadari Nawawi (2003:63), metode penelitian deskriptif 
adalah “prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan 
atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, 
masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 
tampak atau sebagaimana mestinya.” Jadi metode penelitian deskriptif dalam 
penelitian ini yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau 
mengungkapkan keadaan yang sebenarnya tentang besarnya kontribusi yang 
diberikan pajak parkir dalam membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
di Kota Pontianak.  
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Adapun yang menjadi data dalam penelitian ini adalah (1)Realisasi 
penerimaan pajak  parkir tahun 2009 sampai dengan 2013, (2)Realisasi  
penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2009 sampai dengan 2013. Teknik 
pengumpul data yang digunakan adalah Metode yang digunakan Metode 
Penelitian Deskriptif. Bentuk penelitian yang digunakan adalah survey. Data 
dalam penelitian ini adalah analisis data dan hasil wawancara. Teknik 
pengumpul data yang digunakan teknik komunikasi langsung dan teknik studi 
dokumenter. Adapun alat pengumpul data yang digunakan adalah pedoman 
wawancara dan lembar catatan atau dokumen yang berhubungan dengan objek 
penelitian. Agar mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan dari data 
yang dikumpulkan, maka perlu pengolahan data dengan langkah-langkah 
sebagai berikut : (a) Mengumpulkan semua data yang diperoleh melalui 
pedoman wawancara dan melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip ; (b) 
Memeriksa data yang sudah terkumpul ; (c) Menganalisa data yang sudah 
terkumpul ; (c) Menarik kesimpulan dari hasil penelitian. 
Analisis bersifat kualitatif yaitu, data yang telah terkumpul dianalisis 
sehingga mudah dalam mengolahnya. Pengolahan data tersebut nantinya 
menggunakan perhitungan persentase serta dari data tersebut ditarik 
kesimpulan. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak parkir dalam 
meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pontianak digunakan rumus  cara 
persentase yang akan digunakan yaitu menurut Mardalis (2007 : 79) dalam 
Ellistriana (2010), sebagai berikut :  
Kontribusi = 
      x 100% 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 
 
Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota 
Pontianak. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Pontianak Bapak Ir. Amirullah . Beliau mengatakan bahwa sistem 
pemungutan pajak parkir pada Dinas Pendapatan Kota Pontianak mengacu pada 
Peraturan WaliKota Pontianak Nomor 32 Tahun 2013, pasal 9 ayat 1 mengenai 
pajak parkir. Pajak parkir dipungut dengan System Self Assesment yang 
memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada 
SKPD-PPD. Wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, melaporkan 
sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan 
SPTPD. Dimana untuk  target pajak parkirnya, menurut Beliau dapat 
meningkatkan PAD Kota Pontianak, ini terlihat dari perolehan data target pajak 
parkir dari tahun ke tahun meningkat.  
Sedangkan kendala untuk mencapai target pajak parkir, masih ada 
beberapa lahan parkir belum tersedia dan petugas pemungut parkir liar, 
Sehingga kadang-kadang pemungut liar ini tidak menyetorkan hasilnya kepada 
Dispenda Khususnya dibagian pendataan. Padahal seperti yang kita ketahui 
bahwa pajak parkir ini sudah jelas memiliki peraturan pada Perwa Kota 
Pontianak Nomor 32 Tahun 2013. Adapun yang melakukan pengawasan 
terhadap penyetoran/penerimaan pajak parkir adalah bagian pendataan, 
pendaftaran dan bagian pengawasan. 
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Untuk perlakuan tarif  pada setiap jenis kendaraan berdasarkan Perda 
Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2011 besaran tarif  setiap jenis kendaraan 
dijelaskan dalam pasal 34 kendaraan roda dua tarifnya Rp.1000, tarif untuk 
kendaraan roda empat Rp. 2000. Sedangkan jenis-jenis objek parkir yang ditarik 
pajaknya meliputi : Bank Mandiri/BBD , PT. Matahari Putra Prima, Rs. St.  
Antonius, Bank Kalbar, Hotel Kini, Hotel Borneo, Bank Mandiri/BDN, PT. 
BCA, BNI’46, PT. Santosa Mitra Kalindo, PT. Transera Putra Khatulistiwa, 
RSU. DR. Sudarso, KFC (Jalan Ahmad Yani), Hotel 2000, Hotel Merpati, Hotel 
Gajah Mada, Hotel Peony, Hotel Kapuas Permai, Hotel Kapuas Dharma, Hotel 
Orchardz A. Yani, Hotel Star, Hotel Mercure (PT.OSH & Tasani.L), (Parkir) 
Hotel Transera, PT. Pelindo II Cab Pontianak, PT.Telkom/Kandatel, PT. 
Ramayana Lestari Persada, Samsat Prov. KalBar dan Ayani Mega Mall, 
Waktu penerimaan setoran pajak parkir, tidak ditetapkan kapan 
waktunya, hanya saja penerimaan setoran dari para pemungut parkir disetorkan 
pada bulan berikutnya. Contohnya penerimaan setoran pajak parkir pada bulan 
Januari diterima pada bulan Februari, hanya saja harus mencapai target yang 
telah disepakati bersama. Faktor-faktor penyebab tidak optimalnya penerimaan 
pajak parkir adalah karena masih banyak pemilik atau pengelola lahan parkir itu 
belum menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan belum terlaksananya 
sistem yang diterapkan dilapangan, sehingga mengakibatkan tidak optimalnya 
penerimaan pajak parkir itu sendiri serta kurangnya pengawasan dari pihak yang 
berwajib. 
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemungutan 
pajak parkir merupakan salah satu pajak daerah yang dapat membantu 
perekonomian suatu daerah maupun negara, khususnya Kota Pontiank . Pajak 
parkir dipungut berdasarkan dengan System Self Assesment yang memberikan 
kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 
membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada SKPD-PPD. Wajib 
pajak dalam menghitung, memperhitungkan, melaporkan sendiri pajak yang 
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SPTPD. 
 
Pembahasan 
 
Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dapat 
diketahui bahwa pajak parkir memberikan kontribusi yang sangat kecil dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Asli Daerah 
Kota Pontianak.  
Jadi seharusnya pengelolaannya dilakukan semaksimal mungkin untuk 
mendapatakan hasil yang maksimal, tentunya secara efektif dan seefisien 
mungkin. Untuk mengungkapkan permasalahan tersebut, data yang terkumpul 
dideskripsikan secara kualitatif. Berikut ini dijelaskan paparan hasil data yang 
diperoleh peneliti selama melakukan penelitian. 
Terlihat bahwa target dan realisasi pajak parkir dari tahun 2009-2013 
mengalami peningkatan. Dari data yang diperoleh, dapat dihitung berdasarkan 
tabel berikut ini : 
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Tabel 1 
Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Pontianak 
Tahun Anggaran 2009-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak 
 
Dari tabel 1 di atas dapat kita lihat bersama bahwa target dan realisasi 
pajak parkir tahun 2009 terendah yaitu Rp. 700.000.000,- terealisasi hanya 
sebesar Rp. 705.050.740,-  Sedangkan pencapaian target terbesar terjadi pada 
tahun 2013 yaitu target yang telah ditetapkan sebesar 1.750.000.000,- terealisasi 
hingga sebesar Rp. 1.826.608.122,- Pada tahun 2010 target yang dicapai sebesar 
Rp.1.128.600.000,-  terealisasi sebesar Rp. 1.023.765.490, tahun 2011 targetnya 
mencapai Rp. 1.650.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 1.283.287.000,- dan 
2012 targetny sebesar Rp. 1.650.000.00,- realisasinya sebesar Rp. 
1.677.092.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa target dan realisasi pajak parkir 
Kota Pontianak senantiasa mengalami peningkatan. 
Sedangkan untuk melihat seberapa besar target dan realisasi 
pendapatan asli daerah Kota Pontianak tahun anggaran 2009-2013 adalah 
sebagai berikut :  
Tabel 2 
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 
Kota Pontianak 
Tahun Anggaran 2009-2013 
 
Tahun 
Pendapatan Asli Daerah 
Target Realisasi 
2009 Rp. 41.738.000.00 Rp. 43.504.173.896 
2010 Rp. 56.415.000.000 Rp. 58.769.561.681 
2011 Rp. 104.409.000.000 Rp. 117.806.409.735 
2012 Rp. 157.421.000.000 Rp. 162.782.495.225 
2013 Rp. 179.200.000.000.00 Rp. 180.464.032.081.00 
Sumber : Data Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak 
 
Dari tabel 2 terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak  
pada tahun 2009 mengalami penurunan, pada tahun 2010 mengalami 
peningkatan walaupun tidak terlalu besar jumlahnya. Kemudian pada tahun 
2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 
Ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak tiap tahunnya 
senantiasa mengalami perubahan berupa kenaikkan. 
 
 
Tahun Pajak Parkir 
Target Realisasi 
2009 Rp. 700.000.000    Rp. 705.050.740 
2010 Rp. 1.128.600.000 Rp. 1.023.765.490 
2011 Rp. 1.650.000.000 Rp. 1.283.287.000 
2012 Rp. 1.650.000.000 Rp. 1. 677.092.788 
2013 Rp. 1.750.000.000 Rp. 1.826.608.122 
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Analisis Data 
1. Kebijakan yang telah dilakukan Dispenda Kota Pontianak untuk 
merealisasi penerimaan pajak parkir 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, kebijakan yang 
telah dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak untuk 
merealisasi penerimaan pajak parkir adalah sebagai berikut : (a) 
Menetapkan tarif pajak, khususnya pajak parkir sesuai dengan peraturan 
Perda Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2011. Untuk Kendaraan roda dua 
tarifnya rp.1000, sedangkan untuk kendaraan roda empat tarifnya rp.2000. 
(b) Bersedia menerima masukan ataupun kritikan demi peningkatan mutu 
pelayanan, contohnya di Kantor Dispenda  disediakan kotak saran. (c) 
Menjangkau semua objek pajak yang sudah ditetapkan.  Strategi ini dapat 
dilakukan dengan melakukan pengamatan, observasi dan perhitungan yang 
teliti terkait dengan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak 
parkir, dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, menyeluruh artinya setiap 
jenis pajak tersedia di dalam satu kantor sedangkan terpadu artinya satu 
tempat atau kantor Dispenda mengenai jenis-jenis pajak berada didalam 
satu kantor, jadi ketika wajib pajak akan membayar pajak tidak perlu jauh-
jauh. (d) Melakukan identifikasi potensi pajak daerah, khususnya pajak 
parkir. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan observasi dan 
bekerjasama dengan instansi-instansi penelitian untuk mendapatkan 
rekomendasi, rekomendasi adalah memberitahukan kepada seseorang atau 
lebih yang dapat dipercaya dan dapat juga diartikan rekomendasi berupa 
menyarankan ( menguatkan), mengajak untuk bergabung, menganjurkan 
suatu bentuk perintah potensi-potensi yang mungkin untuk digali dan 
dikembangkan sejalan dengan tingkat kemajuan pembangunan yang telah 
dicapai. (e) Mengidentifikasi kompetensi sumber daya manusia yang 
dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan tugas dan 
fungsinya dalam menghimpun penerimaan dari sektor pajak daerah, 
Khususnya pajak parkir. (f) Menyiapkan peraturan daerah terkait dengan 
wajib pajak yang menunggak, memberikan laporan yang tidak sesuai 
dengan kondisi lapangan dan memberikan payung hukum agar dapat 
menindak lebih tegas kepada wajib pajak yang lalai itu contohnya bisa saja 
wajib pajak tidak membayar pajak pada waktu yang telah ditetapkan oleh 
Dispenda Kota Pontianak sehingga terjadi penunggakkan, misalnya batas 
waktu pembayaran yang telah ditetapkan dari tanggal 1 s/d 20 perbulannya, 
namun masih ada wajib pajak tidak mematuhi aturan yang telah dibuat, 
padahal sudah jelas-jelas peraturan itu dibaca oleh wajib pajak, itulah yang 
dimaksud dengan wajib pajak yang lalai. Memberikan laporan yang tidak 
sesuai dengan kondisi lapangan maksudnya seperti ini, contoh nyata 
laporan mengenai tarif pajak parkir kendaraan roda dua Rp. 1000, tetapi 
ternyata dilapangan tarifnya Rp.2000. Itu merupakan laporan yang tidak 
sesuai dengan kondisi lapangan contohnya di Korem (Alun-alun Kapuas).  
(g) Meningkatkan efektifitas (menunjukkan seberapa jauh hasil yang 
dicapai) dan efisiensi (suatu ukuran)  pemungutan. Hal ini dapat dilakukan 
dengan memberikan transparansi perolehan pajak per sektor kepada publik 
sehingga masyarakat juga merasa mengawasi dalam penggunaannya, 
misalnya tentang pajak parkir dapat kita lihat pada tabel 1 halaman 6 , 
berdasarkan hasil penelitian melakukan pembenahan sistem dan mekanisme 
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pemungutan pajak parkir perlu ditingkatkan karena masih ada yang tidak 
dilakasanakan comtohnya perhitungan pajak parkir yang kurang akurat dan 
terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, pemberian 
penghargaan kepada wajib pajak parkir yang berprestasi misalnya dalam 
melaksanakan kegiatan parkir sehari-hari wajib pajak tidak melakukan 
kesalahan sedikit pun, jika itu terjadi maka biasa dikatakan wajib pajak 
yang berprestasi, dan lain-lain. 
2. Kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah 
Kota Pontianak 
Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak parkir dalam 
meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pontianak digunakan rumus  
cara persentase yang akan digunakan yaitu menurut Mardalis (2007 : 79) 
dalam Ellistriana (2010), sebagai berikut : 
  
Kontribusi = 
      x 100% 
 
(a) Tahun Anggaran 2009 = 
. . .. . . .  x  100%   
= 1,62 % 
(b) Tahun Anggaran 2010 = 
. . . .. . . . x  100%  
 = 1,74% 
(c) Tahun Anggaraan 2011= 
. . . .. . . . x  100%  
 = 1,08% 
(d) Tahun Anggaran 2012 = 
. . . .. . . . x 100%    
= 1,03% 
(e) Tahun Anggaran 2013= 
. . . . .. . . . . x  100%  
=  1,01% 
 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari hasil perhitungan diatas dapat dibuat 
tabel sebagai berikut :  
Tabel 3 
Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kota Pontianak Tahun Anggara 2009-2013 
 
Pajak Parkir Kontribusi terhadap  Pendapatan Asli Daerah 
2009 1,62 % 
2010 1,74% 
2011 1,08% 
2012 1,03% 
2013 1,01% 
Total Kontribusi 6,48% 
  Data Olahan 2014  
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Dari tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa hasil kontribusi pajak parkir 
terhadap pendapatan asli daerah Kota Pontianak tidak mengalami peningkatan 
tetapi mengalami penurunan. Pada tahun 2009 pajak parkir memberikan 
kontribusi sebesar 1,62%, sedangkan pada tahun 2010 pajak parkir hanya 
memberikan kontribusi sebesar 1,74%, untuk tahun 2011 pajak parkir 
memberikan kontribusi sebesar 1,08%, kemudian pada tahun 2012 pajak parkir 
hanya memberikan kontribusi sebesar1,03%. dan pada tahun 2013 memberikan 
kontribusi sebesar 1,01 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pajak 
parkir terus menerus mengalami penurunan.  
Berikut ini hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Dinas 
Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak bahwa kebijakan yang telah 
dilaksanakan oleh Dispenda Kota Pontianak dalam merealisasi penerimaan 
pajak parkir sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dibentuknya 
sistem aparatur yang memadai, personalia lebih ditingkatkan dari segi sumber 
daya manusia dan kedisiplinan para pegawai Dispenda.  
Adapun hasil dari kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak adalah sebagai berikut, pada tahun 
2009 memberikan kontribusi sebesar 1,62 %, tahun 2010 sebesar 1,74%, tahun 
2011 sebesar 1,08%, tahun 2012 sebesar 1,03 %, tahun 2013 sebesar 1,01 %. 
Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir terus menerus mangalami 
penurunan.  
Selain itu, faktor-faktor yang menyebabkan tidak optimalnya penerimaan 
pajak parkir adalah keterbatasan personil aparatur yang mengelola pendataan 
pajak parkir dan masih banyak masyarakat Kota Pontianak yang belum 
menyadari bahwa akan pentingnya membayar pajak, khususnya pajak parkir. 
Sehingga masih ada oknum wajib pajak yang tidak membayar pajak parkir tepat 
pada waktunya serta kurangnya ketegasan dari pihak  pemerintah daerah 
khususnya dari pihak Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak dalam 
memberi sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi perjanjian dalam hal 
membayar pajak dan pemungutan pajak parkir tidak sesuai dengan tarif yang 
telah ditetapkan / ditentukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh 
Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak.  
Sedangkan kendala yang dialami oleh Dinas Pendapatan Kota 
Pontianak  untuk mencapai target pajak parkir adalah beberapa lahan parkir 
belum tersedia. Hasil penyetoran dari pemungut pajak parkir masih berkurang 
dan masih ada penyelnggara pajak parkir yang tidak mendaftarkan dirinya 
sebagai wajib pajak, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak Dinas 
Pendapatan Daerah  Kota Pontianak. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
 
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti untuk 
menjawab permasalahan, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dari hasil 
penelitian yang akan dikemukakan yang kiranya dapat bermanfaat bagi 
peningkatan pajak daerah, khususnya pajak parkir dalam menunjang Pendapatan 
Asli Daerah Kota Pontianak adalah sebagai berikut : (1) Kebijakan pajak parkir 
adalah (a) Menetapkan tarif pajak, khususnya pajak parkir sesuai dengan 
peraturan Perda Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2011. Untuk Kendaraan roda 
dua tarifnya rp.1000, sedangkan untuk kendaraan roda empat tarifnya rp.2000. 
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(b) Bersedia menerima masukan ataupun kritikan demi peningkatan mutu 
pelayanan, contohnya di Kantor Dispenda  disediakan kotak saran. (c) 
Menjangkau semua objek pajak yang sudah ditetapkan.  Strategi ini dapat 
dilakukan dengan melakukan pengamatan, observasi dan perhitungan yang teliti 
terkait dengan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak parkir, 
dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, menyeluruh artinya setiap jenis pajak 
tersedia di dalam satu kantor sedangkan terpadu artinya satu tempat atau kantor 
Dispenda mengenai jenis-jenis pajak berada didalam satu kantor, jadi ketika 
wajib pajak akan membayar pajak tidak perlu jauh-jauh. (d) Melakukan 
identifikasi potensi pajak daerah, khususnya pajak parkir. Hal ini dapat 
dilakukan dengan melakukan observasi dan bekerjasama dengan instansi-
instansi penelitian untuk mendapatkan rekomendasi, rekomendasi adalah 
memberitahukan kepada seseorang atau lebih yang dapat dipercaya dan dapat 
juga diartikan rekomendasi berupa menyarankan ( menguatkan), mengajak 
untuk bergabung, menganjurkan suatu bentuk perintah potensi-potensi yang 
mungkin untuk digali dan dikembangkan sejalan dengan tingkat kemajuan 
pembangunan yang telah dicapai. (e) Mengidentifikasi kompetensi sumber daya 
manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan 
tugas dan fungsinya dalam menghimpun penerimaan dari sektor pajak daerah, 
Khususnya pajak parkir. (f) Menyiapkan peraturan daerah terkait dengan wajib 
pajak yang menunggak, memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi 
lapangan dan memberikan payung hukum agar dapat menindak lebih tegas 
kepada wajib pajak yang lalai itu contohnya bisa saja wajib pajak tidak 
membayar pajak pada waktu yang telah ditetapkan oleh Dispenda Kota 
Pontianak sehingga terjadi penunggakkan, misalnya batas waktu pembayaran 
yang telah ditetapkan dari tanggal 1 s/d 20 perbulannya, namun masih ada wajib 
pajak tidak mematuhi aturan yang telah dibuat, padahal sudah jelas-jelas 
peraturan itu dibaca oleh wajib pajak, itulah yang dimaksud dengan wajib pajak 
yang lalai. Memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan 
maksudnya seperti ini, contoh nyata laporan mengenai tarif pajak parkir 
kendaraan roda dua Rp. 1000, tetapi ternyata dilapangan tarifnya Rp.2000. Itu 
merupakan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan contohnya di 
Korem (Alun-alun Kapuas). (g) Meningkatkan efektifitas (menunjukkan 
seberapa jauh hasil yang dicapai) dan efisiensi (suatu ukuran)  pemungutan. Hal 
ini dapat dilakukan dengan memberikan transparansi perolehan pajak per sektor 
kepada publik sehingga masyarakat juga merasa mengawasi dalam 
penggunaannya, misalnya tentang pajak parkir dapat kita lihat pada tabel 4.1 
halaman 35, berdasarkan hasil penelitian melakukan pembenahan sistem dan 
mekanisme pemungutan pajak parkir perlu ditingkatkan karena masih ada yang 
tidak dilakasanakan comtohnya perhitungan pajak parkir yang kurang akurat 
dan terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, pemberian 
penghargaan kepada wajib pajak parkir yang berprestasi misalnya dalam 
melaksanakan kegiatan parkir sehari-hari wajib pajak tidak melakukan 
kesalahan sedikit pun, jika itu terjadi maka bisa dikatakan wajib pajak yang 
berprestasi, dan lain-lain ; (2) Kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan 
Pendapatan Kota Pontianak sangat kecil untuk menunjang pembangunan daerah 
di Kota Pontianak. Meskipun pajak ini (pajak parkir) masih tergolong baru akan 
tetapi kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat 
berpotensi, penerimaan dari sektor pajak parkir juga bukan merupakan 
penerimaan yang terkecil dibandingkan dengan pajak yang lainnya, walaupun 
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tidak terlalu mencolok dan peningkatannya selalu berfluktuasi. Pada tahun 2009 
pajak parkir memberikan kontribusi sebesar 1,62%, sedangkan pada tahun 2010 
pajak parkir memberikan kontribusi sebesar 1,74%, untuk tahun 2011 pajak 
parkir memberikan kontribusi sebesar 1,08%, kemudian pada tahun 2012 pajak 
parkir hanya memberikan kontribusi sebesar1,03%. dan pada tahun 2013 
memberikan kontribusi sebesar 1,01 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
kontribusi pajak parkir terus menerus mengalami penurunan ; (3) Faktor-faktor 
yang menyebabkan tidak optimalnya penerimaan pajak parkir dikarenakan 
kurangnya pengawasan dari pihak Dispenda. Keterbatasan personil dan para 
wajib pajak tidak mentaati peraturan yang sudah ditetapkan. Kesadaran 
masyarakat akan pajak masih kurang sedangkan kendala dalam mencapai target 
pajak parkir adalah terjadinya penyalahgunaan pemungutan pajak parkir oleh 
pemungut parkir liar, beberapa lahan parkir tidak tersedia dan wajib pajak tidak 
mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. 
 
Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dalam rangka 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak dari sektor pajak daerah, 
khususnya pajak parkir dapat disampaikan saran sebagai berikut : (1) Agar 
kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat, 
perlu ditingkatkan pelayanan dan sistem pemungutan pajak yang berlaku, serta 
perlu meningkatkan sumber daya aparatur sebagai pelaksana  dan 
penanggungjawab pengelolaan pelayanan penerimaan pajak parkir juga 
meningkatkan koordinasi satuan kerja Pemerintah Kota Pontianak melalui tim 
pembina PAD secara terpadu. Hal ini diharapkan peran serta masyarakat 
sebagai pengguna layanan tempat parkir serta sebagai wajib pajak. Agar 
kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat, 
perlu ditingkatkan pelayanan dan sistem pemungutan pajak yang berlaku, serta 
perlu meningkatkan sumber daya aparatur sebagai pelaksana dan 
penanggungjawab pengelolaan pelayanan penerimaan pajak parkir juga 
meningkatkan koordinasi satuan kerja Pemerintah Kota Pontianak melalui tim 
pembina PAD secara terpadu. Hal ini diharapkan peran serta masyarakat 
sebagai pengguna layanan tempat parkir serta sebagai wajib pajak ; (2) Guna 
menghindari kesalahan baik yang dilakukan oleh aparat pengelola pajak daerah, 
khususnya pajak parkir dan masyarakat selaku wajib pajak, maka perlu 
peraturan dan sanksi yang jelas dan tegas sehingga penerimaan dari sektor pajak 
tersebut dapat di optimalkan ; (3) Dalam menentukan penetapan target 
penerimaan pajak parkir setiap tahunnya, hendaknya perlu dilakukan penelitian 
dan perhitungan mengenai potensi tiap-tiap objek pajak parkir dan 
mempertimbangkan beberapa aspek, sehingga dalam pencapaian realisasi 
dengan target yang ditetapkan dapat seimbang ; (4) Nilai kontribusi ini dapat 
terus ditingkatkan dengan menemukan potensi-potensi penerimaan pajak daerah 
yang baru dan memaksimalkan perolehan dari sumber-sumber pajak yang sudah 
ada. Terjadinya peningkatan pajak daerah khususnya mengenai pajak parkir 
dikarenakan adanya sistem teknis dalam pemungutan pajak parkir yang 
menggunakan faktor pendukung yang memadai serta ditetapkannya Undang-
Undang yang mendukung proses pelaksanaan pemungutan pajak parker ; (5) 
Sebaiknya para tukang parkir di lapangan selalu dipantau apakah mereka sudah 
menggunakan karcis parkir atau tidak dalam mnyediakan tempat 
penyelenggaraan tempat parker. 
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